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[bookmark: _Toc137219774][bookmark: _Toc137219961][bookmark: _Toc226933732]1.1 	Latar Belakang 
[bookmark: _Hlk153456548]Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara global, tren pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pergeseran menuju desentralisasi pembiayaan, di mana sekolah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Di Indonesia, kebijakan ini diwujudkan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang kemudian berkembang menjadi Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS), sebagai instrumen utama pemerintah dalam mendukung pembiayaan operasional pendidikan dasar.
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Secara nasional, dana BOS/BOSPUS memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam mendukung penyediaan sarana prasarana, kegiatan pembelajaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rizki Maulida, dkk. (2024) yang menyatakan bahwa dana BOS merupakan instrumen penting dalam mendukung operasional sekolah dan memiliki hubungan dengan peningkatan kinerja sekolah, termasuk kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan . Selain itu, penelitian oleh Raisa Ayu Luthfia, dkk. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang baik dapat berdampak positif terhadap kualitas sarana dan prasarana sekolah dasar .


1

Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan dana BOS/BOSPUS masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Sriyono & Farah Maulidiah (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana BOS di sekolah dasar belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi, sehingga pelaksanaan good school governance belum optimal . Temuan serupa juga disampaikan oleh (Anggit Puteri Septhiningrum et. al, 2023) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator penting dalam pengelolaan dana BOS, namun masih terdapat kelemahan dalam partisipasi pemangku kepentingan seperti guru dan orang tua .
Lebih lanjut, penelitian oleh (Fachriza et, al. 2024) mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pengelolaan dana BOS, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, keterbatasan teknologi, serta kompleksitas regulasi . Bahkan, penelitian fenomenologis oleh Putri & Wibowo (2024) menunjukkan bahwa sekolah dasar, khususnya yang memiliki keterbatasan sumber daya, menghadapi kesulitan dalam perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaporan dana BOS, meskipun kepala sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaannya .
Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Secara normatif, pengelolaan dana BOSPUS diharapkan mampu berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun pada kenyataannya, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya kendala struktural maupun teknis yang menghambat optimalisasi pengelolaan dana tersebut.
Dalam konteks yang lebih spesifik, Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur sebagai salah satu penerima dana BOSPUS juga tidak terlepas dari dinamika pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat terlihat dari adanya kendala dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), keterbatasan pemahaman terhadap regulasi terbaru, serta tantangan dalam mewujudkan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, keterlibatan berbagai aktor seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOSPUS menciptakan pengalaman subjektif yang beragam. Penelitian oleh Fadia Inaya, dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik agar berjalan optimal . Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan dana sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu dan sistem yang ada di sekolah.
Kesenjangan antara konsep ideal dan praktik empiris tersebut menunjukkan adanya research gap, khususnya dalam memahami bagaimana pengalaman subjektif para pengelola dana BOSPUS dalam menjalankan tugasnya. Selama ini, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek evaluatif dan kuantitatif, sementara pendekatan fenomenologi yang menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung pengelola dana masih relatif terbatas, terutama pada tingkat sekolah dasar di wilayah Balikpapan Timur.
Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena pengelolaan dana BOSPUS dari perspektif pelaku langsung. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap realitas empiris secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
 
[bookmark: _Toc137219775][bookmark: _Toc137219962][bookmark: _Toc226933733]1.2 	Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengalaman subjektif para pengelola dalam perencanaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur?
2. Bagaimana pengalaman subjektif para pengelola dalam pelaksanaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur?
3. Bagaimana penatausahaan dan pelaporan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur ditinjau dari prinsip transparansi dan akuntabilitas?
4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur?
5. Bagaimana para pengelola memaknai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOSPUS?
[bookmark: _Toc137219776][bookmark: _Toc137219963][bookmark: _Toc226933734]1.3 	Tujuan Masalah
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman subjektif pengelola dalam perencanaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur.
2. Untuk menganalisis pengalaman pengelola dalam pelaksanaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur.
3. Untuk mengetahui proses dan pengalaman dalam pelaporan serta pertanggungjawaban dana BOSPUS.
4. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOSPUS.
5. Untuk memahami makna transparansi dan akuntabilitas dari perspektif para pengelola dana BOSPUS.

[bookmark: _Toc137219777][bookmark: _Toc137219964][bookmark: _Toc226933735]1.4 	Manfaat Penelitian 
1. Manfaat secara teoritis :
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan di bidang manajemen pendidikan dan akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) di sekolah dasar, serta memperkuat penerapan teori akuntabilitas, transparansi, dan good governance dalam pengelolaan dana pendidikan.
2. Manfaat secara praktis :
6

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi SD Negeri 004 Balikpapan Timur dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOSPUS, serta menjadi referensi bagi dinas pendidikan, komite sekolah, dan pihak terkait dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola dana pendidikan.
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[bookmark: _Toc226933737]LANDASAN TEORI
2.1 [bookmark: _Toc226933738]Pendekatan Fenomenologi
[bookmark: _Toc226933739]2.1.1	Pengertian Fenomenologi
Fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna pengalaman hidup (lived experience) individu terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana individu menyadari, memahami, dan memaknai pengalaman yang mereka alami secara langsung.
Menurut Edmund Husserl, fenomenologi berupaya mengkaji kesadaran manusia terhadap realitas tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau prasangka. Pendekatan ini kemudian dikembangkan dalam konteks penelitian oleh Clark Moustakas yang menjelaskan bahwa fenomenologi bertujuan untuk menemukan esensi dari pengalaman bersama beberapa individu terhadap suatu fenomena tertentu.
Selain itu, Max van Manen (2016) menyatakan bahwa fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup manusia yang bertujuan untuk memahami makna terdalam dari pengalaman tersebut melalui refleksi dan interpretasi. Sejalan dengan itu, Jonathan A. Smith (2018) menjelaskan bahwa fenomenologi berfokus pada bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman personal mereka dalam konteks sosial tertentu.


Dengan demikian, fenomenologi dalam penelitian ini digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman para pelaku dalam pengelolaan dana
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 BOSPUS serta makna yang mereka berikan terhadap praktik tersebut.

[bookmark: _Toc226933740]2.1.2	Tujuan Pendekatan Fenomenologi
Tujuan utama pendekatan fenomenologi adalah untuk mengungkap dan memahami makna pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena yang dialami secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada fakta atau kejadian, tetapi juga pada bagaimana pengalaman tersebut dirasakan dan dimaknai oleh individu.
Menurut Max van Manen (2016), fenomenologi bertujuan untuk menggali makna esensial dari pengalaman manusia melalui proses refleksi mendalam. Sementara itu, Jonathan A. Smith (2018) menyatakan bahwa pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami secara rinci bagaimana individu menginterpretasikan pengalaman pribadi mereka.
Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk:
1. Memahami pengalaman pengelola sekolah dalam pengelolaan dana BOSPUS
2. Menggali makna subjektif yang dirasakan oleh informan
3. Menemukan esensi dari praktik pengelolaan dana di lingkungan sekolah

[bookmark: _Toc226933741]2.1.3	Karakteristik Fenomenologi
Pendekatan fenomenologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pendekatan kualitatif lainnya. Karakteristik ini menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian.
Menurut Clark Moustakas, serta diperkuat oleh Jonathan A. Smith (2018) dan Max van Manen (2016), karakteristik fenomenologi meliputi:
1. Berfokus pada pengalaman hidup (lived experience)
Penelitian menekankan pada pengalaman langsung individu terhadap fenomena.
2. Menggali makna subjektif
Fenomenologi memahami bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman mereka.
3. Bersifat deskriptif dan interpretatif
Tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menafsirkan makna di baliknya.
4. Menggunakan wawancara mendalam
Data utama diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan.
5. Adanya proses epoche (bracketing)
Peneliti menangguhkan asumsi pribadi agar tetap objektif.
6. Menghasilkan esensi pengalaman
Hasil akhir berupa inti makna dari pengalaman bersama beberapa individu.

[bookmark: _Toc226933742]2.2 	Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah	 
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu satuan pendidikan dalam membiayai kebutuhan operasional non-personalia agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. BOS diberikan kepada sekolah dasar dan menengah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik dan orang tua. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan langsung ke rekening sekolah sesuai dengan jumlah peserta didik yang terdaftar secara resmi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
Dalam perkembangannya, kebijakan BOS mengalami transformasi menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang mencakup BOS Reguler, BOS Kinerja, dan BOS Afirmasi. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fleksibilitas penggunaan dana serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Menurut Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dana BOSP digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan sumber daya sekolah, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya yang menunjang kualitas layanan pendidikan.
Secara konseptual, dana BOS merupakan instrumen kebijakan publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar dana yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan program BOS sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengelola dana sesuai petunjuk teknis serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan dan evaluasi (Sari & Wahyudi, 2021; UNDP, 2015).

[bookmark: _Toc226933743]2.3	Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diselenggarakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tujuan utama program BOS adalah mengurangi hambatan finansial yang dihadapi peserta didik dalam mengakses layanan pendidikan, terutama di sekolah negeri. Dengan adanya BOS, sekolah diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tanpa membebani peserta didik dengan pungutan tambahan, sehingga prinsip keadilan dan pemerataan pendidikan dapat terwujud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
Selain sebagai upaya pemerataan akses, BOS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Dana BOS dapat digunakan untuk mendukung penyediaan bahan ajar, pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2017) yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan yang memadai dan tepat sasaran berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja institusi pendidikan. Oleh karena itu, BOS tidak hanya bersifat bantuan finansial, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam penguatan manajemen sekolah.
Lebih lanjut, tujuan BOS juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan sekolah. Melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, sekolah didorong untuk mengelola dana secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menekankan bahwa pengelolaan BOS harus berbasis perencanaan dan evaluasi kinerja sekolah, sehingga penggunaan dana dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan dan layanan belajar siswa (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

[bookmark: _Toc137219782][bookmark: _Toc137219969][bookmark: _Toc226933744]2.4	Landasan Hukum Bantuan Operasional Sekolah
[bookmark: _Toc137219784][bookmark: _Toc137219971]Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata. Secara konstitusional, kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (4) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini menjadi fondasi utama lahirnya berbagai kebijakan pendanaan pendidikan, termasuk program BOS, sebagai instrumen untuk menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan.
Pada tingkat undang-undang, pengelolaan dana BOS mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan, termasuk pengalokasian dan pengawasan dana pendidikan di daerah. Dalam konteks ini, BOS diposisikan sebagai mekanisme pendanaan langsung ke sekolah untuk mendukung pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan (Suryadi, 2018).
Secara teknis operasional, pelaksanaan dana BOS diatur melalui peraturan menteri yang diperbarui secara berkala sesuai dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional. Dalam kebijakan terbaru, pengelolaan dana BOS berada dalam skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Regulasi ini menekankan prinsip fleksibilitas, akuntabilitas, transparansi, serta pelaporan berbasis digital sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan sekolah. Dengan adanya landasan hukum yang komprehensif, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).

[bookmark: _Toc137219786][bookmark: _Toc137219973][bookmark: _Toc226933745]2.5	Tim Bantuan Operasional Sekolah 
[bookmark: _Hlk153457086]Tim Bantuan Operasional Sekolah (Tim BOS) merupakan unit kerja yang dibentuk di tingkat satuan pendidikan untuk mengelola, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim ini menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana BOS berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Keberadaan Tim BOS mencerminkan penerapan manajemen berbasis sekolah, di mana pengelolaan keuangan tidak hanya terpusat pada kepala sekolah, tetapi melibatkan berbagai unsur internal sekolah sebagai bentuk penguatan tata kelola (Kemendikbud, 2020).
Secara struktural, Tim BOS biasanya terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, serta anggota yang berasal dari unsur guru dan tenaga kependidikan. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menekankan bahwa pembentukan Tim BOS harus dilakukan secara formal melalui surat keputusan kepala sekolah agar memiliki legitimasi administratif dan hukum. Tim BOS bertugas menyusun perencanaan penggunaan dana, melaksanakan kegiatan sesuai RKAS, melakukan pencatatan keuangan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan melalui sistem informasi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyasa (2017) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah sangat bergantung pada kejelasan peran, koordinasi, dan kompetensi tim pengelola.
Lebih lanjut, Tim BOS juga berperan sebagai penghubung antara sekolah dan pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah, dalam rangka menjamin transparansi dan partisipasi publik. Keterlibatan Tim BOS dalam proses pelaporan dan evaluasi menjadi sarana kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa sekolah dengan Tim BOS yang aktif, kompeten, dan kolaboratif cenderung memiliki tingkat akuntabilitas keuangan yang lebih baik serta pemanfaatan dana yang lebih efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran (Sari & Nugroho, 2021). Dengan demikian, Tim BOS tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu tata kelola pendidikan.
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[bookmark: _Toc226933746]2.6	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara efektif dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menurut (Halim & Kusufi, 2018), pengelolaan keuangan pada organisasi sektor publik, termasuk sekolah, harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi serta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sejalan dengan itu, Arwildayanto, Lamatenggo, dan Sumar (2018) menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan manajemen sekolah karena berkaitan langsung dengan ketersediaan sumber daya pembelajaran.
Tahap awal pengelolaan dana BOS adalah perencanaan yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, Tim BOS, dan komite sekolah agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan yang partisipatif dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan meminimalkan risiko penyimpangan (Fattah, 2019). Pada tahap pelaksanaan, dana BOS digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan bahan ajar, pemeliharaan sarana prasarana, serta kegiatan pembelajaran dan pengembangan tenaga pendidik. Penggunaan dana harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pengendalian kebijakan publik (Kemendikbudristek, 2023).
Tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan dana BOS. Pencatatan transaksi keuangan yang tertib serta pelaporan secara berkala memungkinkan adanya pengawasan dari pemerintah, masyarakat, dan komite sekolah. Menurut Mahmudi (2016), akuntabilitas keuangan sektor publik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kemampuan organisasi dalam menunjukkan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki sistem pelaporan yang baik, didukung oleh kompetensi Tim BOS dan kepemimpinan kepala sekolah, cenderung mampu mengelola dana BOS secara lebih transparan dan berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan (Rahmawati & Susanto, 2019; Sari & Nugroho, 2021). Dengan demikian, pengelolaan dana BOS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.
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[bookmark: _Toc226933747]2.6.1	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan tahap awal dan paling strategis dalam rangkaian pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan. Perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS selaras dengan kebutuhan riil sekolah, tujuan pembelajaran, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Perencanaan yang baik akan membantu sekolah mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, mencegah pemborosan, dan meminimalkan risiko penyimpangan. Menurut Fattah (2019), perencanaan keuangan pendidikan harus didasarkan pada analisis kebutuhan, prioritas program, serta kemampuan sumber daya sekolah agar anggaran yang tersedia dapat memberikan hasil yang optimal.
Perencanaan dana BOS diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, Tim BOS, guru, dan komite sekolah. RKAS menjadi dokumen resmi yang memuat rencana penggunaan dana untuk satu tahun anggaran dan menjadi dasar pelaksanaan serta pengawasan penggunaan dana BOS. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah (Arwildayanto et al., 2018). Selain itu, perencanaan partisipatif juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan program sekolah.
Perencanaan dana BOS juga harus mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah agar penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan prioritas nasional di bidang pendidikan. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menekankan bahwa perencanaan dana BOS harus berbasis data, seperti jumlah peserta didik dan kebutuhan pembelajaran, serta disesuaikan dengan evaluasi penggunaan dana tahun sebelumnya (Kemendikbudristek, 2023). Dengan perencanaan yang sistematis, berbasis kebutuhan, dan sesuai regulasi, dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan mendukung keberlanjutan program sekolah.

[bookmark: _Toc226933748]2.6.2	Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan mekanisme pendistribusian dana pendidikan dari pemerintah pusat kepada satuan pendidikan guna mendukung pembiayaan operasional sekolah secara berkelanjutan. Penyaluran dana BOS dilakukan secara langsung ke rekening sekolah berdasarkan data jumlah peserta didik yang tercatat dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Mekanisme penyaluran langsung ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat penerimaan dana, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses distribusi anggaran pendidikan (Kemendikbudristek, 2023). Penyaluran dana yang tepat waktu dan tepat jumlah menjadi faktor penting agar sekolah dapat melaksanakan kegiatan operasional tanpa hambatan.
Penyaluran dana BOS dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran bertahap memungkinkan sekolah mengatur penggunaan dana secara lebih terencana dan terkontrol berdasarkan kebutuhan prioritas. Menurut (Mahmudi, 2016), sistem penyaluran anggaran yang bertahap dan terukur merupakan salah satu strategi pengendalian keuangan sektor publik agar penggunaan dana tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan sistem ini, sekolah diharapkan mampu menyesuaikan pengeluaran dengan rencana kegiatan serta menjaga stabilitas keuangan selama tahun berjalan.
Penyaluran dana BOS juga mensyaratkan pemenuhan aspek administrasi dan akuntabilitas dari pihak sekolah, seperti pelaporan penggunaan dana tahap sebelumnya. Persyaratan ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan agar dana publik digunakan secara transparan dan bertanggung jawab. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran dana BOS sangat dipengaruhi oleh ketepatan pelaporan dan kualitas pengelolaan administrasi sekolah (Sari & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, penyaluran dana BOS tidak hanya dipahami sebagai proses transfer dana, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan yang berkelanjutan.

[bookmark: _Toc226933749]2.6.3	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan tahap pelaksanaan dari perencanaan dan penyaluran dana pendidikan yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah secara efektif dan tepat sasaran. Dana BOS digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, pemeliharaan fasilitas sekolah, serta berbagai aktivitas yang menunjang mutu layanan pendidikan. Penggunaan dana ini harus mengacu pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun sebelumnya agar setiap pengeluaran memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Kemendikbudristek, 2023).
Penggunaan dana BOS juga harus memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu penggunaan dana yang memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik dan sekolah. Menurut (Mardiasmo, 2018), efektivitas penggunaan anggaran pendidikan ditentukan oleh kesesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan prioritas organisasi, sedangkan efisiensi berkaitan dengan kemampuan organisasi publik, termasuk sekolah, dalam mencapai hasil optimal dengan biaya yang wajar.. Oleh karena itu, penggunaan dana BOS tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang dicapai dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan.
Selain itu, penggunaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Setiap transaksi keuangan wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat diawasi oleh pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta pengelolaan keuangan yang lebih tertib (Mulyono & Hidayat, 2020; Pratama & Yuliani, 2022). Dengan demikian, penggunaan dana BOS yang baik menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional dan berorientasi pada mutu pendidikan.

[bookmark: _Toc226933750]2.6.4	Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana BOS secara sistematis, tertib, dan berkelanjutan. Pembukuan dilakukan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana publik. Setiap transaksi yang terjadi wajib dicatat dalam buku kas umum, buku pembantu, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Mahmudi (2016), pembukuan keuangan sektor publik berfungsi sebagai alat pengendalian internal untuk mencegah kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Pembukuan dana BOS dilaksanakan oleh bendahara sekolah atau petugas yang ditunjuk dalam Tim BOS, dengan pengawasan langsung dari kepala sekolah. Proses pembukuan harus dilakukan secara real time atau berkala agar setiap transaksi tercatat secara lengkap dan tidak menimbulkan selisih keuangan. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah mewajibkan sekolah melakukan pembukuan dana BOS secara digital melalui sistem informasi yang terintegrasi, sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan oleh pihak terkait (Kemendikbudristek, 2023). Sistem pembukuan yang baik akan meningkatkan ketepatan laporan keuangan dan memperkuat transparansi penggunaan dana.
Pembukuan dana BOS juga berperan penting dalam mendukung proses audit dan evaluasi pengelolaan keuangan sekolah. Catatan keuangan yang rapi dan lengkap memudahkan sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pembukuan keuangan secara tertib dan konsisten cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi serta risiko penyimpangan yang lebih rendah (Sari & Nugroho, 2021). Dengan demikian, pembukuan dana BOS tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang profesional dan transparan.

[bookmark: _Toc226933751]2.6.5	Pelaporan Dana bantuan Operasional Sekolah
Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan proses penyampaian informasi keuangan terkait penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara periodik dan sistematis. Pelaporan bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan dana pendidikan. Laporan penggunaan dana BOS disusun berdasarkan data pembukuan yang telah dicatat sebelumnya dan harus mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Menurut (Mahmudi, 2016), pelaporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat atas pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara.
Pelaporan dana BOS dilaksanakan secara berkala melalui sistem informasi yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara daring maupun luring, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut mencakup realisasi penggunaan dana, kesesuaian dengan RKAS, serta bukti-bukti transaksi yang sah. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menekankan pentingnya pelaporan berbasis digital untuk meningkatkan ketepatan waktu, akurasi data, dan kemudahan pengawasan (Kemendikbudristek, 2023). Pelaporan yang tepat waktu dan lengkap menjadi syarat penting dalam kelancaran penyaluran dana BOS tahap berikutnya.
Pelaporan dana BOS juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pengelolaan keuangan sekolah. Melalui laporan yang disampaikan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan publik serta menurunnya risiko penyimpangan anggaran di sekolah (Rahmawati & Susanto, 2019; Sari & Nugroho, 2021). Dengan demikian, pelaporan dana BOS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga integritas dan tata kelola keuangan pendidikan yang profesional.

[bookmark: _Toc226933752]2.7	Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Susanto, 2019) meneliti pengaruh pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang efektif dan transparan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya dalam penyediaan sarana pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar.
Penelitian (Sari & Nugroho, 2021) menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS sangat dipengaruhi oleh kompetensi Tim BOS, kelengkapan pembukuan, serta ketepatan pelaporan penggunaan dana.
Penelitian oleh (Wulandari et. al, 2020) mengkaji transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah dasar negeri. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dan publikasi laporan keuangan secara terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOS.
Penelitian (Hakim & Lestari, 2018) meneliti efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana BOS telah digunakan sesuai petunjuk teknis, namun masih terdapat kendala dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran.
Penelitian (Setiawan & Nurhadi, 2022) membahas perencanaan dan pelaporan dana BOS berbasis RKAS di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang berbasis kebutuhan dan pelaporan yang tertib administrasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan dana BOS.
Penelitian oleh (Yuliana & Kurniawan, 2017) menganalisis peran kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh besar terhadap transparansi, kedisiplinan pembukuan, dan ketepatan pelaporan dana BOS.
Penelitian (Putra & Dewi, 2023) meneliti sistem penyaluran dana BOS dan dampaknya terhadap kelancaran operasional sekolah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran dana berdampak langsung terhadap tertundanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas sekolah.
Penelitian (Nugraha et, al. 2021) mengkaji pengawasan dana BOS oleh komite sekolah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang aktif dari komite sekolah mampu meminimalkan penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

[bookmark: _Toc226933753]2.8	Kerangka Teoritis Penelitian
Kerangka teoritis dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan variabel yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur. Pengelolaan dana BOS dipahami sebagai suatu sistem manajemen keuangan sekolah yang mencakup serangkaian proses perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya layanan pendidikan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan publik.
Secara teoritis, pengelolaan dana BOS berlandaskan pada teori manajemen keuangan pendidikan, yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran ditentukan oleh ketepatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap penggunaan dana (Fattah, 2019). Perencanaan dana BOS diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang berbasis kebutuhan sekolah. Perencanaan yang baik akan menjadi dasar bagi penyaluran dan penggunaan dana yang efektif, sehingga setiap kegiatan operasional sekolah memiliki dukungan anggaran yang jelas dan terarah.
Tahap penyaluran dana BOS dipahami sebagai mekanisme distribusi dana publik yang harus dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah agar kegiatan operasional sekolah dapat berjalan tanpa hambatan. Penyaluran yang lancar memungkinkan sekolah melaksanakan penggunaan dana sesuai perencanaan. Penggunaan dana BOS selanjutnya diarahkan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah, seperti kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, serta pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Efektivitas penggunaan dana menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana BOS secara keseluruhan.
Pembukuan dan pelaporan dana BOS menjadi bagian dari sistem akuntabilitas keuangan sekolah. Teori akuntabilitas sektor publik menegaskan bahwa setiap penggunaan dana negara harus dicatat dan dilaporkan secara transparan kepada publik (Mahmudi, 2016). Pembukuan yang tertib menghasilkan laporan keuangan yang akurat, sedangkan pelaporan yang tepat waktu menjadi syarat utama dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana BOS. Melalui pembukuan dan pelaporan yang baik, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemerintah, komite sekolah, dan masyarakat.
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Seluruh rangkaian pengelolaan dana BOS tersebut dilaksanakan oleh Tim BOS yang dibentuk secara formal di sekolah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Tim BOS berperan sebagai pelaksana teknis pengelolaan dana, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kompetensi Tim BOS, kepemimpinan kepala sekolah, serta dukungan komite sekolah menjadi faktor pendukung yang memengaruhi kualitas pengelolaan dana BOS. Dengan demikian, kerangka teoritis penelitian ini menempatkan pengelolaan dana BOS sebagai suatu sistem terpadu yang saling berkaitan antar tahapan dan aktor, yang pada akhirnya menentukan kualitas tata kelola keuangan sekolah dan efektivitas layanan pendidikan.




[bookmark: _Toc135335948][bookmark: _Toc137219803][bookmark: _Toc137219990][bookmark: _Toc137222201][bookmark: _Toc226933754]BAB III
[bookmark: _Toc137219804][bookmark: _Toc137219991][bookmark: _Toc150870459][bookmark: _Toc152082139][bookmark: _Toc153189880][bookmark: _Toc155172238][bookmark: _Toc226933755]METODE PENELITIAN
[bookmark: _Toc137219805][bookmark: _Toc137219992][bookmark: _Toc226933756]3.1 	Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) berdasarkan pengalaman subjektif para pelaku yang terlibat langsung.
Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna pengalaman hidup (lived experiences) dari individu terkait pengelolaan dana BOSPUS, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana para informan memaknai transparansi, akuntabilitas, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik pengelolaan dana di lingkungan sekolah.

[bookmark: _Toc226933757]3.2	Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, narasi, serta penjelasan yang diperoleh dari informan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS). Data ini mencerminkan pengalaman subjektif, persepsi, serta pemaknaan para pengelola terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan dana BOSPUS, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, bendahara sebagai pengelola administrasi keuangan, guru sebagai pelaksana kegiatan, serta komite sekolah sebagai representasi masyarakat. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan sumber tertulis yang relevan, seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan pertanggungjawaban dana, buku kas umum, bukti transaksi, serta peraturan dan pedoman terkait pengelolaan dana BOS/BOSPUS. Selain itu, data sekunder juga didukung oleh literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.
Dengan demikian, kombinasi antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan utuh mengenai fenomena pengelolaan dana BOSPUS, sesuai dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan pada pemahaman makna pengalaman informan secara komprehensif.

[bookmark: _Toc226933758]3.3	Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur, yang beralamat di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) yang secara rutin mengelola dana tersebut untuk mendukung operasional pendidikan. Selain itu, SDN 004 Balikpapan Timur memiliki struktur pengelolaan dana BOS yang lengkap, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan terkait proses perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan dana BOS secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

[bookmark: _Toc137219810][bookmark: _Toc137219997][bookmark: _Toc226933759]3.4 	Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti. Menurut John W. Creswell (2018), teknik ini digunakan untuk memilih informan yang paling memahami fenomena sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan relevan.
Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 4–6 orang (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai kejenuhan data), yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana, bendahara BOS/BOSPUS sebagai pengelola administrasi keuangan, guru sebagai pelaksana kegiatan yang didanai, serta komite sekolah sebagai representasi masyarakat dalam fungsi pengawasan.


Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:
1. Terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOSPUS,
2. Memiliki pengalaman dan pemahaman terkait perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan dana,
3. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka, serta
4. Telah menjabat atau terlibat minimal satu tahun.
Sementara itu, objek dalam penelitian ini adalah fenomena pengelolaan dana BOSPUS, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban dana. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana tersebut. Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada pengalaman subjektif dan pemaknaan para pelaku terhadap praktik pengelolaan dana BOSPUS di lingkungan sekolah.

[bookmark: _Toc137219811][bookmark: _Toc137219998][bookmark: _Toc226933760]3.5 	Teknik Pengumpulan Data 
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan utama, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, dan anggota Tim BOS, mengenai proses perencanaan, penyaluran, penggunaan, pembukuan, dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS). Teknik ini memungkinkan peneliti menggali data yang bersifat mendalam terkait pengalaman, pemahaman, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah.
Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur, termasuk proses administrasi keuangan, mekanisme pencatatan, serta pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana BOS. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kesesuaian antara prosedur yang dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi kondisi faktual di lapangan yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.
Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan penggunaan dana BOS, buku kas umum, bukti transaksi, notulen rapat Tim BOS, serta peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dari pemerintah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber data.

[bookmark: _Toc226933761]3.6	Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian mengenai pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, keabsahan data menjadi sangat penting karena berfokus pada pemaknaan pengalaman subjektif informan.
Penelitian ini mengacu pada konsep keabsahan data yang dikemukakan oleh Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, yang meliputi empat kriteria utama yaitu credibility (kredibilitas), transferability (keteralihan), dependability (ketergantungan), dan confirmability (kepastian). Konsep ini masih banyak digunakan dan diperkuat dalam penelitian kualitatif modern, seperti yang dijelaskan oleh John W. Creswell (2018), bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat ditingkatkan melalui berbagai strategi seperti triangulasi, member check, dan audit trail.
Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik sebagai berikut:
1. Triangulasi
Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Menurut Norman K. Denzin, triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas data melalui pengecekan silang dari berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan dana BOSPUS.
2. Member Check
Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan pengalaman dan maksud informan. Hal ini sejalan dengan pendapat John W. Creswell (2018) yang menyatakan bahwa member check merupakan teknik penting untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.
3. Audit Trail
Audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Menurut Johnny Saldaña (2016), dokumentasi proses penelitian membantu meningkatkan transparansi dan dapat digunakan untuk menilai konsistensi penelitian.
4. Kecukupan Referensi
Peneliti menggunakan berbagai sumber data pendukung seperti dokumen resmi sekolah (RKAS, laporan penggunaan dana BOSPUS), arsip, serta literatur ilmiah yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian dan meningkatkan tingkat kepercayaan data.
Dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, reliabel, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan dana BOSPUS di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur.

[bookmark: _Toc137219812][bookmark: _Toc137219999][bookmark: _Toc226933762]3.7 	Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk memahami dan mengungkap makna pengalaman informan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat (BOSPUS) di Sekolah Dasar Negeri 004 Balikpapan Timur. Pendekatan ini menekankan pada pemaknaan pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan.
Analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan fenomenologi yang dikemukakan oleh Clark Moustakas, yang meliputi proses epoche (bracketing), horizontalisasi, pengelompokan makna, deskripsi tekstural, deskripsi struktural, serta sintesis makna dan esensi pengalaman. Tahapan ini digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman informan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOSPUS.
Selain itu, untuk memperkuat proses analisis, penelitian ini juga merujuk pada pandangan John W. Creswell (2018) yang menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian fenomenologi dilakukan melalui proses pengorganisasian data, pembacaan menyeluruh, pengkodean, pembentukan tema, serta interpretasi makna pengalaman informan. Creswell menekankan bahwa peneliti harus mampu mengidentifikasi esensi pengalaman bersama dari beberapa individu terhadap suatu fenomena.
Lebih lanjut, menurut Johnny Saldaña (2016), proses pengkodean (coding) merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema yang muncul dari data lapangan. Dalam penelitian ini, proses pengkodean dilakukan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOSPUS.
Dengan mengintegrasikan tahapan analisis fenomenologi dan teori pendukung tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman para pelaku dalam pengelolaan dana BOSPUS. Hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga mengungkap makna esensial dari praktik pengelolaan dana yang terjadi di lingkungan sekolah.












[bookmark: _Toc226933763]DAFTAR PUSTAKA
[bookmark: _Toc226933764]Arwildayanto, A., Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2018). Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Widya Padjadjaran.
[bookmark: _Toc226933765]Fattah, N. (2019). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Remaja Rosdakarya.
[bookmark: _Toc226933766]Hakim, A., & Lestari, D. (2018). Efektivitas penggunaan dana BOS dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Jurnal Pendidikan, 10(2), 123–130.
[bookmark: _Toc226933767]Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
[bookmark: _Toc226933768]Kemendikbud. (2020). Petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
[bookmark: _Toc226933769]Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
[bookmark: _Toc226933770]Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik. UII Press.
[bookmark: _Toc226933771]Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
[bookmark: _Toc226933772]Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. SAGE Publications.
[bookmark: _Toc226933773]Mulyasa, E. (2017). Manajemen berbasis sekolah. Remaja Rosdakarya.
[bookmark: _Toc226933774]Mulyono, M., & Hidayat, R. (2020). Transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Jurnal Manajemen Pendidikan, 5(1), 45–52.
[bookmark: _Toc226933775]OECD. (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. OECD Publishing.
[bookmark: _Toc226933776]Pratama, R., & Yuliani, S. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Jurnal Akuntansi Publik, 7(2), 88–96.
[bookmark: _Toc226933777]Rahmawati, D., & Susanto, H. (2019). Pengaruh pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan. Jurnal Pendidikan Dasar, 4(1), 21–30.
[bookmark: _Toc226933778]Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2), 101–110.
[bookmark: _Toc226933779]Sari, R., & Wahyudi, A. (2021). Pengaruh dana BOS terhadap mutu pendidikan. Jurnal Pendidikan, 12(1), 55–63.
[bookmark: _Toc226933780]Setiawan, A., & Nurhadi, N. (2022). Perencanaan dan pelaporan dana BOS berbasis RKAS. Jurnal Pendidikan, 13(2), 77–85.
[bookmark: _Toc226933781]Smith, J. A. (2018). Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. SAGE Publications.
[bookmark: _Toc226933782]Suryadi, A. (2018). Manajemen pendidikan. Alfabeta.
[bookmark: _Toc226933783]UNDP. (2015). Public financial management and education funding. United Nations Development Programme.
[bookmark: _Toc226933784]van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Routledge.


image1.png




